
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Repu blik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

a. bahwa pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon diatur dengan 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pemberian remunerasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem 
Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun 
Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
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8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 

7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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(1) Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan pada 
bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 15, 
setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai kecuali 
keadaan yang tidak memungkinkan. 

(2) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan 
perhitungan total score individu yang menjadi score rumah 
sakit ditetapkan oleh tim remunerasi rumah sakit. 

(3) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap pegawai bisa 
berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya 
POS remunerasi dan kinerja pegawai. 

(4) Besaran pembayaran Insentif langsung dan Insentif tidak 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Score individu dapat berubah setiap bulan bergantung 
kepada perubahan basic index, perubahan pendidikan, 
perubahan posisi/ jabatan dan kinerja. 

Pasal 17 

Ketentuan Pasal 17 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Arjawinangun dengan Pola Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 
SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
ARJAWINANGUN DENGAN POLA KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63); 

Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2015 Nomor 1); 
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Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN IREBON TAHUN 2021 NOMOR 

IMRON 

TTD 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal - November 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebcn . 

.I. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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